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Abstrak

Kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah
melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dan konsisten serta memperjuangkannya,
baik melaui dakwah maupun jalur politik dengan mengupayakan pembentukan hukum
positif yang bersumber dari ajaran Islam atau dengan istilah lain upaya
menformalkan Syari'at yang dilakukan dengan cara menginterpretasi ketentuan-
ketentuan pokok Syari'at kemudian menetapkannya menjadi undang-undang atau
peraturan pemcrintah yang berlaku dan mengikat semua warga negara. Proses
pembuatan undang-undang yang demikian itulah yang dimaksud dengan tagnin al-
ahkdm dalam tulisan ini.

Tulisan ini menggunakan beberapa teori yang menyatakan bahwa, “Negara

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945, berarti negara berkewajiban membentuk hukum
nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama.
Tulisan ini mencoba mendeskripsi tentang hakikat, dasar-dasar qur’ani, asas-asas
tagnin al-ahkdm serta alasan-alasan konstitusional kemungkinan dirumuskannya
undang-undang dan peraturan-peraturan (qénin) lainnya yang bersumber dari
ajaran Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di daerah melalui
Peraturan Daerah (Perda).

Kata Kunci : Tagnin al-ahkam, ganiin, Syari'al, dasar qur 'ani, peraturan perundang-
undangan.

publik  maupun privat dapat
A. Pendahuluan diberlakukan, yang berarti
Tanin  al-alikim  dari segi ide, masyarakat akan diatur sedemikian
perumusan dan implementasinya rupa, dicegah dari kedzaliman dan
merupakan kemestian . dalam kesewenang-wenangan, terjamin hak
komunitas muslim, bahkan menjadi  individu maupun kelompok,
kewajiban  kolektif ~bagi kaum keadilan dapat ditegakkan secara
muslimin . Karena, dengan tagnin al- merata, dan masyarakat dapat tertib
alkim  Syari‘at Islam, baik secara dan aman dari segala ancaman.
esensi mapun formal akan dapat Bahkan, kebebasan beribadah dan
diwujudkan. Dengan tagnin al-ahkdm, menjalankan ajran agama yang
Hukum Islam dalam berbagai menjadi keyakinan masyarakat akan
aspeknya, baik menyangkut hukum terjamin.
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Berkenaan dengan itu, maka
wajar apabila sekarang ini merebak
gagasan diberlakukannya Syari‘at
Islam di berbgai wilayah di
Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut
pada dasarnya merupakan sebuah
momentum awal dalam rangka
menggapai cita-cita yang lebih besar
yaitu perwujudan jati diri kaum
muslimin sebagai warga negara
mayoritas, atau juga menggugat
kembali cita-cita kaum muslim yang
pernah gagal dalam perjuangan
politik  untuk  diberlakukannya
Syari‘at Islam dalam Piagam Jakarta
yang digagas oleh tokoh-tokoh Islam
pada masa pascakemerdekaan.

Gagasan pemberlakuan Syari'at
Islam, boleh jadi merupakan
alternatif setelah kaum muslimin
menilai bahwa modernisasi (termsuk
hukum) ala Barat yang diberlakukan
di Indonesia ternyata tak mampu
mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Pada akhirnya benar apa yang

dikatakana oleh Jaih Mubarok,
bahwa relasi Islam dan poltik
merupakan relitas yang tidak
terbanthkan.!

B. Pengertian Taqnin al-Ahkam
Taqnin al-Ahkdm adalah bahasa
Arab terdiri dari dua kata yakni kata
taqnin dan alkam. Tagnin merupakan
bentuk masdar dari kata “qannana-
yuganninu-taqnina”  yang  berarti
membuat undang-undang? Asal-
usul kata tersebut masuk ke dalam
bahasa Arab masih diperselisihkan

''. Jaih Mubarok, /mu Tagnin Ahkam, {
Bandung : UIN “SGD” Bandung, 2006), h.1.

2 Mahmud Yunus, “Kamus Arab-
Indonesia"”, Cetakan ke delapan ( Jakarta :
Hidakarya, 1999 ), him. 357.

oleh para ahli, sebagian ahli ada yang
berpendapat bahwa kata fagnin
seakar dengan kata gdmin yang
jamaknya gqawdnin, berasal - dari
bahasa Yunani dari kata “Canon”
yang berarti ukuran segala sesitatu
atau tempet mengembalikan sesuatu
(% S u4dd), undang-undang atau
peraturan. Kemudian kata gdnin
masuk ke dalam bahasa Arab melalui
bahasa Suryani? Ada pula yang
berpendapat berasal dari bahasa
Rumawi, dan ada pula yang
mengatakann  berasal dari bahsa
Persia.4

Menurut istilah yang umum, arti
qanin adalah:
uaUlQG)‘l&eéLﬁﬂ‘laﬂl.\:‘_,ﬂ‘i&w

Sadinall gd

“Himpunan kaidah-kaidah yang
keberlakuannya memiliki daya paksa
(mulzimat) yang berkaitan dengan
pengaturan hidup bermasyarakat”.

Sedangkan al-Ahkim  bentuk
jamak mufradnya adalah al-hukm.
Menurut ahli ushul hukum adalah
khithdb (seruan ) Allah yang berkaitan
dengan perbuatan mukallaf dalam
bentuk permintaan atau larangané.
Dengan demikian, fequin al-alikdam
berarti upaya menjadikan khitdh (
seruan ) Allah yang terdapat dalam
nash baik al-Qur'an maupun al-
Hadits menjadi qdnin ( undang-

* . M. Abdul Mujeb dkk. “Kamus Istilah
Figih *, ( Jakarta : Pustaka Firdaus ), him.
271.

¢ Lihat, Abd al-Rahman Abd al-‘Aziz al-
Qasim, Al-Islam wa Tagnni al-Ahkam :
Da‘wat Mukhlasat li tagnin Ahkam al-
Syari‘at al-Islamiyyat, ( Riyad : Jami’ah
Riyad, 1977), h. 172
* Ibid

¢ . Muhammad Khudari Bik, “ Ushu al-
Figh’ ( Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah al-
Kubra. tt ), him. 18.
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undang / hukum positif ), atau

dengan  istilah  lain  upaya
menformalkan Syari'at yang
dilakukan dengan cara
menginterpretasi ketentuan-
ketentuan pokok Syari'at kemudian
menetapkannya  dalam  bentuk
undang-undang atau peraturan
pemerintah yang berlaku dan

mengikat semua warga negara dalam
suatu wilayah kekuasan
pemerintahan ( suatu negara )’.

Pengertian tersebut di atas
nampaknya hampir sama dengan
apa yang definisikan oleh
Muhammad Abu Zahrah,

sebagimana yang dikutip Abdul Aziz
Dahlan dkk, dalam Ensiklopedi
Hukum Islam bahwa tagnin adalah
hukum-hukum Islam dalam bentuk
kitab undang-undang yang tersusun
rapi, praktis dan  sistematis,
kemudian ditetapkan dan
diundangkan secara resmi oleh yang
berwenang  membuat  undang-
undang, sehingga  mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat dan
wajib dipatuhi serta dilaksanakan
oleh seluruh warga negara.

Dalam pelaksanaannya gdniin,
menuntut manusia untuk melakukan
perbuatan-perbuatan lahiriyah, dan
daya berlakunya dapat dipaksakan
oleh aparatur negara ( penegak
hukum ) untuk menciptakan
masyarakat yang damai, tertib, dan
adil (kemaslahatan manusia ).
sechingga manusia terikat pada
hukum yang berlaku dalam suatu
negara

. Mushthafa Kamal Washfi, “ Al-
Nidzhdam al-Dusturi ', ( Kairo : Maktabah
Wahbah, 1994 ), him. 12.

Qanin mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat semua warga
negara, karena ia ditetapkan oleh
suatu badan yang berwenang untuk
merumuskan dan menetapknnya
menjadi undang-undang. Demikian
pula, karena gdnin itu dibuat untuk
dan atas nama rakyat, yang di
dalamnya sarat dengan ketentuan
sanksi yang diatur lebih sedemikian
rupa dalam bentuk peraturan-
peraturan dan pasal-pasal yang lebih
rinci.

Dari segi politik, terutama dilihat
dari prinsip-prinsip negara berdasar
atas hukum (rechtstaatf) qaniin dapat
dijadikan alat untuk membatasi
kekuasaan negara dari tindakan
kesewenang-wenaangan  penguasa
terhadap rakyatnya. Prinsip ini
mengandung  jaminan terhadap
ditegakannya hak-hak asasi manusia,
adanya pembagian kekuasaan dalam

negara, peneyelenggaraan negara
yang didasarkan musyawarah, dan
adanya pengawasan  yudisial
terhadap penyelenggaraan
pemerintahan tersebut.
C. Hubungan antara Qandn
dengan Syari‘at
Syari'at adalah perturan-

peraturan yang diciptakan Allah
SWT dalam bentuk prinsip-prinsip
atau aturan-aturan pokok, sebagai
pedoman hidup yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan-
nya, dengan saudaranya sesama
muslim maupun sesama manusia,
dengan alam semesta, dan mengatur
seluruh aspek kehidupan®. Dalam

¥ . Mahmud Syaltut, A/-Islam Agidah
Wa al-Syari‘'ah “, ( Cairo : Dar al-Qalam,
Cetakan ke 3, 1966 ), him. 77.
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Syari’at juga dikenal sanksi, bersifat
lahiriyah maupun batiniah, bahkan
dunia dan akhirat. Namaun dalam
pelaksanaanya tidak  dapat
dipaksakan. karena Syari‘at tidak
mengenal aparat atau sarana untuk

menuntut manusia agar
melaksanakan apa yang
diajarkannya. Oleh karena itu

Syari‘at perlu dilembagakan dalam
bentuk ganiin.

Syari'at yang bersumber dari
wahyu Allah SWT  dalam
hubungannya dengan qandn
merupakan sumber pokok,
sedangkan qanin merupakan
undang-undang atau  peraturan
pemerintah yang dirumuskan dalam

rangka terlaksananya tujuan
universal Syari'at. Oleh karenanya,
ganiin  tidak boleh  sedikitpun

berlawanan dengan ajaran universal
dari Syari‘at. Karena hukum yang
lebih tinggi di atas ganiin adalah
Syari‘at. Oleh karena itu qanun
sebagai produk politik ( ijtihad )
harus sesuai dengan nash atau
prinsip-prinsip Syari’at. Abd al-Kadir
Audah mengungkapkan
pendapatnya, bahwa seorang muslim
yang membuat qganiin dan ia tahu
bahwa perbuatannya itu menyalahi
Islam, maka orang tersebut fasik.
Akan tetapi bila ia sengaja
menghalalkan  perbuatannya itu
maka ia termasuk murtad dan kafir
kepuda  Allah®  Qamin  yang
bertentangan dengan Syari'at, maka
wajib bagi umat Islam untuk
menentang dan menolaknya, saama

% . Abd al-Kadir Audah, “ Al-Islam wa
Audha 'una al-Qanuniyah”, alih bahasa
Firdaus A.N ( Jakarta : Bulan Bintang,
1984). Him. 62.

halnya dengan undang-undang
ciptaan manusia yang lainnya.

Menurut Abd al-Kadir Audah,
perbedaan terpenting antara undang-
undang  (gdntin) ciptaan manusia
dengan Syari‘at adalah terletak pada
tiga hal berikut ini:

1. Dari segi unsur kejiwaan

Dilihat dari unsur ini Syari‘at
Islam adalah yang paling kuat
dibandingkan dengan perundang-
undangan dan peraturan buatan
manusia di seluruh dunia. Karena
Syari‘at Islam menjadikan unsur
kejiwaan menjadi bagian yang
terpenting dalam teks dan kaidah-
kaidah pelaksanaannya, baik dalam
bentuk global maupun terperinci.
Hal ini karena Islam mewajibkan

kepada setiap muslim untuk
menyesuaikan  akhlaknya, adat
istiadat, = peradaban,  pergaulan

dengan sesama manusia dengan
Syari’at Islam.

Sedangkan undang-undang
buatan manusia tidaklah demikian,
sekalipun ditegakkan berlandaskan
nash agama, tetap tidak lepas dari
pengaruh pemikiran ( nafsu ) para
pembuatnya , sehingga kejiwaan
tidak menjadi unsur terpenting.

2. Dari segi moral

Svari’at memandang moral yang
tinggi sebagai asas yang terpenting
kehidupana manusia, yang
karenanya  dapatlah  ditegakan
masyarakat yang baik. Oleh karena
itu pemeliharaan moralitas
merupakan sesuatu yang penting,
sehingga dalam Syari’at pelanggaran
terhadap moralpun mendapat sanksi
hukum, baik di dunia maupun di
akhirat.
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Adapun undang-undang buatan
manusia, kurang memperdulikan
masalah moral, seperti tidak ada
sanksi hukum terhadap pelaku
perznahan manakala dilakukan suka-
sama suka, kecuali dilakukan dengan
cara paksa ( diperkosa ), tidak ada
sanksi hukum terhadap peminum
minuman keras (khamer) dan lain-
lain.

3. Dari segi sumber

Sumber Syari'at Islam adalah
wahyu Allah SWT, sedangkan
sumber undang-undang  ciptaan
manusia adalah pemikiran manusia
itu sendiri yang tidak akan lepas dari
hawa nafsunya. Akibat Syari'at itu
datang dari Allah membawa kepada
dua natijah :Pertama, menghormati
dan menjunjung tinggi kaidah-
kaidah Syari’at dan diyakini sebagai
suatu kewajiban  baik  oleh
pemerintah ( penegak hukum )
maupun oleh rakyatnya, bahkan
dianggap sebagai sarana pendekatan
diri *(tagarrub) kepada Allah SWT
Sang Pencipta. Kedua, kaidah-kaidah
Syari’at Islam itu tetap kekal ( abadi
), meskipun system pemerintahan
dan  kehakiman  berubah-ubah.
Dalam pemerintahan umpamanya,
apakah  system kerajaan atau
republik  tidak ada  pengaruh
terhadap kaidah-kaidah  Syari‘at
Islam,10
D. Dasar-Dasar Qur‘ani Tentang

Taqnin al-Ahkam

Dalam al-Qur'an banyak yang
menjadi petunjuk agar umat Islam
senantiasa berhukum dengan apa
yang telah disyari‘atkan oleh Allah

' Abd Kadir Audah, ibid, him. 34.

SWT. Diantara petunjuk-petunjuk itu
antara lain:

1. Allah telah memerintahkan
kepada hamba-Nya untuk mengikuti
Syari‘at Islam dan melarang untuk
mengikuti aturan apapun yang
menyalahinya baik dalam hal
prinsip-prinsip umum  maupun
dalam hal aturan pelaksanannya
secara praktis. Oleh karenanya orang
Islam tidak boleh mengambil selain
bersumber dari Syari’at Islam sebagai
undang-undang. Dalam kaitan ini,
hanya ada dua pilihan bagi kaum
muslimin mau mengikuti Syari't
Allah atau mau mengikuti hawa
nafsu. Menurut al-Qur'an setiap
yang tidak mau mengikuti apa yang
dibawa oleh Rasul maka itulah
berarti mengikuti hawa nafsu.

s. P ‘9 @7 LT . PR ‘f -
oS Lol LB A iy iny 2 o
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“Maka jika mereka tidak
Menjawab (tantanganmu) ketahuilah
bahwa sesung- guhnya mereka
hanyalah mengikuti hawa nafsu
mereka (belaka). dan siapakah yang
lebih sesat daripada orang yang
mengikuti hawa nafsunya dengan
tidak mendapat petunjuk dari Allah
sedikitpun. sesung- guhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang zalim”(QS. al-
Qashash: 50).
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“Hai Daud, Sesungguhnya Kami
menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka
berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu, karena
ia akan menyesatkan kamu dari jalan
Allah. Sesungguhnya orang-orang
yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena
mereka melupakan hari
perhitungan” ( QS. Shaad : 26 ).

i,.oLu ..U.Laul.l&

o2 T

w b JSv= o,
@b}—«l\g N &l Tyal &35
“Kemudian Kami jadikan kamu
berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama
itu), Maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu
orang-orang yang tidak
mengetahui” ( QS. Al-Jasiyah :
18 ).

o 145 5 385 o3 (ST UpI T 143
R S AT S S

1056 LS Ll cagd
“lkutilah apa yang diturunkan

kepadamu dari Tuhanmu dan
janganlah kamu mengikuti
pemimpin-pemimpin selain-

Nya[528]. Amat sedikitlah kamu
mengambil pelajaran (daripadanya)”
(QS. al-‘Araf : 3).

2. Syariat Islam memandang
orang yang rela berhukum selain
dari hukum Allah sebagai kesesatan
yang jauh dan mengikuti kemauan
syaithan atau telah berhukum
dengan thaghut. Firman Allah :

4| PR ~f
17
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“ Apakah kamu tidak
memperhatikan orang-orang yang
mengaku dirinya telah beriman
kepada apa yang diturunkan
kepadamu dan kepada apa yang
diturunkan sebelum kamu ? mereka
hendak berhakim kepada
thaghut{312], Padahal mereka telah
diperintah mengingkari Thaghut itu.
dan syaitan bermaksud menyesatkan
mereka (dengan) penyesatan yang
sejauh-jauhnya“(Q S. al-Nisa : 60 ).

Ayat tersebut secara jelas
menyatakan bahwa orang yang
berhukum dengan selain vang

diturunkan Allah dan dibawa oleh
rasul orang tersebut telah brhukum
dengan thaghut. Menurut Abdul
Kadir Audah,! thaghut ialah setiap
apa saja yang disembah bukan
menurut ketentuan batas semestinya,
atau yang diturut dan ditaati bukan
menurut haknyat2,

3. Allah SWT tidak
membenarkan orang-orang mukmin

"' Abdul kadir Audah, ibid, him. 55.
2 Abd al-Kadir Audah, ibidhlm. §5.
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memilih hukum selain yang telah
dipilihkan-Nya, sebagaimana firman-
Nya:

2% Y
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“Dan tidaklah patut bagi laki-laki
yang mukmin dan tidak (pula) bagi
perempuan yang rnukmin, apabila
Allah  dan  Rasul-Nya telah
menetapkan suatu ketetapan, akan
ada bagi mereka pilihan (yang lain)
tentang urusan mereka. dan
Barangsiapa mendurhakai Allah dan
Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia
telah sesat, sesat yang nyata” (QS. Al-
Ahzab : 36).

4. Allah menyuruh supaya
hukum itu sesuai dengan apa yang

diturunkan-Nya, sebagaimana
firman-Nya:

- - T T £ ~ . R y f’
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“Dan hendaklah kamu
memutuskan perkara di antara
mereka  menurut apa  yang

diturunkan Allah, dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebahagian
apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu. jika mereka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan
Allah), Maka ketahuilah bahwa
Sesungguhnya Allah menghendaki
akan menimpakan mushibah kepada
mereka disebabkan sebahagian dosa-
dosa mereka. dan Sesungguhny:
kebanyakan manusia adalah orang-
orang yang fasik”( QS. al-Maidal :
49 ).

bi (58 330 LT Ay Wil T

. -, e 3 - - L;l"‘-' g -
oG S5 Yy @ gl G LT

“Sesungguhnya Kami telah
menurunkan  kitab = kepadamu
dengan membawa  kebenaran,
supaya kamu mengadili antara

manusia dengan apa yang teiah
Allah wahyukan kepadamu, dan
janganlah kamu menjadi penantang
(orang yang tidak bersalah), karena
(membela) orang-orang yang
khianat” ( QS. al-Nisa : 105 ).

5. Allah SWT menetapkan orang
yang tidak mau berhukum dengan
apa yang diturunkan oleh Allah
sebagai orang kafir, dzalim dan fasik.

rd ‘o "J
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“Barangsiapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu

adalah orang-orang yang kafir” (
Q.S. al-Maidal : 44 ).
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“Barangsiapa tidak memutuskan
perkara  menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu

adalah orang-orang yang zalim.”
( Q.S. al-Maidah : 45 ).

(B Tyl
“Barangsiapa tidak memutuskan
perkara  menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu

adalah orang-orang yang fasik” ( QS.
al-Maidah : 47 )

6. Allah SWT berfirman bahwa
tidak beriman seseorang sehingga ia
berhukum kepada Rasulullah SAW.
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“Maka demi Tuhanmu, mereka
(pada hakekatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu
hakim terhadap perkara yang
mereka perselisihkan, kemudian
mereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu k-beratan terhadap
putusan yang kamu berikan, dan
mereka menerima dengan
sepenuhnya” ( QS. al-Nisa : 65 ).

E. Asas-asas Taqnin Al-Ahkim

mengimplementasikan Syari’at
Islam, maka ganiin harus dirumuskan
dan ditegakan di atas asas Islam, dan
segala  karakteristiknya. Adapun
asas-asas Islam dalam mengatur
kehidupan social yang terpenting
adalah berikut ini :
1. Asas tauhid atau mengesakan
Allah SWT
Qantin atau undang-undang
yang dibentuk atau dirumuskan
harus berdasarkan asas tauhid,
al-Quran menegaskan:
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“ Katakanlah Dia-lah Allah, yang
Maha Esa” (QS. Al-lkhlas :1)
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“Dan Tuhanmu adalah Tuhan
yang Maha Esa; tidak ada Tuhan
melainkan Dia yang Maha
Pemurah lagi Maha
Penyayang”(QS. Al-Bagarah
163)

2. Persamaan sesama manusia.

Islam menegakkan masyarakat
atas kaidah-kaidah persamaan yang
sempurna antara umat manusia.
Persamaan  tersebut ditegakkan
secara mutlak tampa ada
pengecualian, sebagaimana
ditegaskan dalam al-Qurén :
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Sebagai undang-undang dan pola)
perturan dalam rangka
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“Hai manusia, Sesungguhnya
Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal” (QS. Al-Hujurat : 13).

3. Keadilan Mutlak

Islam menegakkan masyarakat
atas dasar keadilan yang mutlak
yang tidak terikat oleh kelomok
masyarakat tertentu, keadilan yang
luas baik terhadap kawan maupun
lawan, tidak ada perbedaan antara
karib maupun orang jauh, tidak
terikat oleh orang yang mempunyai
pengaruh dan berkedudukan tinggi
maupun tidak, orang kuat maupun
lemah dan lain sebagainya. Tidak
cukup sampai di situ, keadilan yang
ditegakkan harus disertai pula
dengan berbuat kebajikan.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh
(kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum

kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia members
pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran” (Q.S
An-Nhl : 90).
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Allah
menyampaikan

“Sesungguhnya
menyuruh  kamu
amanat kepada yang  berhak
menerimanya, dan  (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya  Allah  memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat” (QS. An-Nisa : 58).
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“Sempurnakanlah takaran dan
timbangan dengan adil. Apabila
kamu Dberkata, maka hendaklah
kamu berlaku adil, kendatipun ia
adalah kerabat(mu)” (QS. Al-An‘am :
152).
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“Hai orang-orang yang beriman
hendaklah kamu Jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu  terhadap  sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu
kerjakan” (QS. Al-Maidah : 8).
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“Wabhai orang-orang yang
beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar  penegak  keadilan,
merjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau iby
bapa dan kaum kerabatmu, jika ia
kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka
Janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. dan jika kamu memutar
balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka ses.ngguhnya
Allah adalah Maha mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan” (QS.
An-Nisa : 135).

4. Kemerdekaan yang luas
Masyarakat Islam ditegakkan
atas asas-asas kemerdekaan yang

seluas-luasnya, baik dalam
berkeyakinan, beragama, berfikir,
berbicara dan lain sebagainya,

a. Kemerdekaan berkeyakinan
dan beragama

Islam menetapkan
berkeepercayaan dan
memperbolehkan tiap-tiap manusia
menganut keyaakinan yang
dikehendakinya, tidak seorang pun
yang berhak untuk memaksa
meninggalkan keyakinannya,
sekalipun untuk menganut agama
Islam itu sendiri. Firman Allah :
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“Tidak ada paksaan untuk
(memasuki) agama (Islam);

Sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar daripada jalan yang sesat.
karena itu Barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut{162] dan beriman
kepada Allah, Maka Sesungguhnya
ia telah berpegang kepada buhul tali
yang Amat kuat yang tidak akan
putus. dan Allah Maha mendengar
lagi  Maha mengetahui”(QS.Al-
Baqarah : 256).
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“Dan Jikalau Tuhanmu
menghendaki, tentulah beriman
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semua orang yang di muka bumi
seluruhnya. Maka Apakah kamu
(hendak) memaksa manusia supaya
mereka menjadi orang-orang yang
beriman semuanya”(QS. Yunus : 99)
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“Katakanlah: "Taat kepada Allah
dan taatlah kepada rasul; dan jika
kamu berpaling Maka Sesungguhnya
kewajiban Rasul itu adalah apa yang
dibebankan kepadanya, dan
kewajiban kamu sekalian adalah
semata-mata apa yang dibebankan
kepadamu. dan jika kamu taat
kepadanya, niscaya kamu mendapat
petunjuk. dan tidak lain kewajiban
Rasul itu melainkan menyampaikan
(amanat Allah) dengan terang" (QS.
An-Nur: 54).
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“Maka berilah peringatan, karena
sesungguhnya kamu hanyalah orang
yang memberi peringatan. Kamu
bukanlah orang yang berkuasa atas
mereka” (QS. Al-Ghasyiyah : 21-22)
b. Kemerdekaan berfikir
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“Katakanlah: "Sesungguhnya aku
hendak memperingatkan kepadamu
suatu hal saja, yaitu supaya kamu
menghadap Allah (dengan ikhlas)
berdua- dua atau sendiri-sendiri;
kemudian kamu fikirkan (tenteng
Muhammad) tidak ada penyakit gila
sedikitpun pada kawanmu itu. Dia
tidak lain hanyalah  pemberi
peringatan bagi kamu sebelum
(menghadapi) azab yang keras”(QS.
Saba’ : 46).
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“Dan mengapa mereka tidak
memikirkan tentang (kejadian) diri
mereka? Allah tidak menjadikan
langit dan bumi dan apa yang ada

diantara keduanya melainkan
dengan (tujuan) yang benar dan
waktu yang ditentukan. dan

Sesungguhnya kebanyakan di antara
manusia benar-benar ingkar akan
Pertemuan dengan Tuhannya” (QS.
Ar-Rum: 8),
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“Katakanlah: "Perhatikanlah apa
yaag ada di langit dan di bumi.
tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan
Allah dan Rasul-rasul yang memberi

peringatan bagi orang-orang yang
tidak beriman"( QS. Yunus : 101).
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“..tidaklah dapat mengambil
pelajaran (daripadanya) melainkan

orang-orang yang berakal”(QS. Ali
Imran : 7).

¢. Kemerdekaan berbicara dan
mengeluarkan pendapat

Islam  menetapkan  adanya
kemerdekaan berbicara dan
mengeluarkan pendapat,
menjadikannya sebagai hak asasi
tiap-tiap individu maupun
kelompok, bahkan mewajibkan
berseru  dalam  hal-hal yang
menyentuh  soal moral dan
kepentingan umum, serta dalam
rangka mencegah segala perbuatan
yang keji dan mungkar. Firman Allah :
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“Dan hendaklah ada di antara
kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar;

merekalah orang-orang yang
beruntung”(QS. Ali Imran : 104).
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“Orang-orang yang jika Kami

teguhkan kedudukan mereka di
muka bumi niscaya mereka

mendirikan sembahyai;,
menunaikan  zakat, menyurul
berbuat ma'ruf dan mencegah daii
perbuatan yang mungkar; dan
kepada Allah-lah kembali segaia
urusan (QS. Al-Hajj : 41).

Sabda Rasulullah :
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“Siapa saja di antara kamu
melihat kemungkaran, maka
hendaklah ia  ubah  dengan
tangannya, jika tidak sanggup maka
ia ubah dengan tangannya, jika juga
tidak sanggup maka dengan hatinya,
tapi yang terakhir ini suatu tanda
iaman yang lemah” (Al-Hadits)
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“Agama itu nasihat! Sahabat
bertanya : Bagi siapa ya Rasul Allah?
Nabi memjawab: Bagi Allah, Rasul-
Nya, Kitab-Nya, dan bagi segenap
pemimpin umat Islam serta pengikut
mereka (orang umum)”

5. Persaudaraan

Islam menegakkan masyarakat
Islam itu atas dasar persaudaraan
yang kukuh. Dalam Islam dikenal
persaudaraan sesama muslim (
uklwalt  Islamiyah ), persaudaraan
sesama warga negara ( ukhwal
wathaniya ), persaudaraan sesama

manusia ( wukliwah  basyariyah ),
bahkan persaudaraan sesama
makhluk.?? Firman Allah :

B M. Quraisy Shihab, Wawasan Al-
Qur'an, Mizan Bandung 1996
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“Orang-orang  beriman  itu
Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya
kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-
Hujurat : 10

Al-Qurén menganjurkan agar
mencari agar mencari titik singgung
dan titik temu antarpemeluk agama.
Bila tidak  ditemukan titik
persamaan, dalam berinteraksi sosial
dianjurkan agar  masing-masing
mengakui keberadaan pihak lain.
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Marilah (berpegang) kepada suatu
kalimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan antara Kami dan kamu,
bahwa tidak kita sembah kecuali
Allah dan tidak kita persekutukan
Dia dengan sesuatupun dan tidak
(pula) sebagian kita menjadikan
sebagian yang lain sebagai Tuhan
selain Allah". jika mereka berpaling
Maka Katakanlah kepada mereka:
"Saksikanlah, bahwa Kami adalah
orang-orang yang berserah diri
(kepada Allah)"(QS. Ali Imran : 64).
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6. Tolong Menolong

Islam menegakkan masyarakat
atas dasar tolong-menolong yang
didasarkan kebaikan, keutamaan;
menjauhi yang haram, membasmi
yang mungkar dan jahat ( keji ), dan
menjauhkan dari hal-hal yang akan
membawa perpecahan. Firman Allah
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“Tolong-menolonglah kamu

dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Aliah, Sesungguhnya Allah

Amat berat siksa-Nya” (QS. Ali
Imran: 2).

7. Persatuan

Setelah ditegakkan asas

persaudaraan dan tolong menolong,
ditegakkan pula asas persatuan di
bawah panji al-Qur’an dan melarang
perpecahan sasama warga negara..
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“Dan  berpeganglah  kamu
semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai berai,
dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu
(masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,
Maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadilah kamu karena nikmat
Allah, orang-orang yang bersaudara;
dan kamu telah berada di tepi jurang
neraka, lalu Allah menyelamatkan
kamu dari padanya. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu, agar kamu mendapat
petunjuk”(QS. Ali Imran : 103).

8. Menjauhi segala yang haram

Islam menegakkan masyarakat
atas dasar menjauhi yang haram,
baik lahir maupun batin. Hal-hal
yang haram yang harus dijauhi itu,
di antaraanya sebagaimana yang
disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-
‘Araf ayat 33 :
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“Katakanlah: “Tuhanku hanya
mengharamkan perbuatan yang keji,
baik yang nampak ataupun yang
tersembunyi, dan perbuatan dosa,
melanggar hak manusia tanpa alasan
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yang  benar, (mengharamkan)
mempersekutukan  Allah dengan
sesuatu yang Allah tidak

menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan
terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui” (QS. Al-‘Araf : 33).

9. Menghiasi dengan Akhlaq al-
Karimah
Islam menegakkan masyarakat
atas dasar budi pekerti yang luhur,
etika-etika kemanusiaan yang tinggi
dan akhlaq al-karimah, sebagaimaiia
diterangkan dalam al-Qur4n :
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“Dan  Sesungguhnya kamu

benar-benar berbudi pekerti yang
agung”QS., él-Qalam : 4).
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“Maka disebabkan rahmat dari
Allah-lah- kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan
diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka” (QS. Ali Imran
:159).

10. Berkuasa pada milik Allah
Islam memandang bahwa segala
yang ada di langit dan di bumi besrta

eluruh isinya adalah milik Allah
SWT. Firman-Nya :
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“Kepunyaan Allah-lah kerajaan
langit dan bumi dan apa yang ada di
dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu”(QS. Al-Maidah - 120).
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Dengan demikian, harta yang

dimiliki oleh setiap individu pada
hakikatnya adalah milik Allah, tapi
manusia diberi kekuasaan di atas
bumi ini untuk mengaturnya dan
bertanggung jawab atasnya,
sebagaimana Firman Allah :

-<.. N T T R R
&3 qbﬂl il pemla Al a3
T s Sld -u23 .07 el W&l
3 530 )3 A O3 S
5oidd ol T Ll 305 8 Kdle
AP

“Dan Dia lah yang menjadikan
kamu penguasa-penguasa di bumi
dan Dia meninggikan sebahagian
kamu atas sebahagian (yang lain)
beberapa derajat, untuk mengujimu
tentang apa yang diberikan-Nya
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

Amat cepat siksaan-Nya dan
Sesungguhnya Dia Maha
Pengampun lagi Maha

Penyayang”(QS. Al-An’am : 165).

11. Pembagian harta secara adil

Susunan aturan  masyarakat
Islam  ditegakkan atas  dasar
pembagian harta secara adil. Dalam
kaitan ini, Islam meberi beberapa
jalan untuk mendapatkan keadilan
ekonomi, yaitu dengan cara waris,
pengeluaran zakat, memberi hak
kepada pemerintah untuk
mengambil harta kekayaan pribadi
orang-orang kaya atau lemaga-
lembaga yang sudah punya
kewajiban mengeluarkan sebagian
hartanya. Firman Allah :
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“Apa saja harta rampasan (fai-i)
yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang
berasal dari penduduk kota-kota
maka adalah untuk Allah, untuk
rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan beredar di
antara orang-orang Kaya saja di
antara kamu. apa yang diberikan
Rasul kepadamu, Maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya bagimu,
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Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Aliah.
Sesungguhnya Allah amat keras

hukuman-Nya"” (QS. Al-Hasyr : 7).
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“Ainbillah zakat dari sebagian
harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan[658] dan mensucikan
mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha Mendengar
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lagi Maha Mengetahui” (QS. At-
Taubah : 103).

12. Musyawarah

Islam  menghendaki stiap
undang-undang  (ganin) yang
mengatur masyarakat kepada system
musyawarah, agar mereka dapat
bepartisipasi dalam merumuskannya
dan dapat mengawasi dalam
implementasinya.™ Firman Allah :
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“Bermusyawaratlah dengan

mereka dalam urusan itu” (QS. Ali
Imran : 159)
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“Orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan
mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang Kami berikan kepada
mereka.” (QS. Syura : 38)

F. Lembaga
membuat Qandin
Setelah wafat Rasulullah SAW,

telah terjadi ijma’ ulama dalam hal
memberi hak kepada Uli al-Amri
untuk merintah, dan mewajibkan
kepada semua warga negara untuk
mantaatinya, akan tetapi yang
demikian itu tidak bersifat mutlak.
Hak memerintah dan kewajiban
mentaati itu dengan syarat apabila
dalam memerintah produk hukum
yang dihasilkan Uli al-Amri itu tidak

yang Berwenang

' . Abd al-Kadir Audabh, ibid, him.

berlawanan dengan ajaran universaJ
Islam. Sebaliknya apabila
berlawanan maka umat Islam wajib
untuk menolaknya Hal ini sesuai
dengan bunyi teks atau nash berikut
ini:

@99 dsolgbly bl 130 ity
Wl oy 33 i (B pe s gl asia Y

Jdsmllg
“ Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Uli
al-Amri di antara kamu, maka apabila
kamu berselisili dalam suatau masalah
maka kembalilah kepada Allali dan Rasul
“(QS. al-Nisa : 59 ),

(S9aadl) S ana B (g elia detley
“ Tidak boleh taat kepada makhluk dalam
hal yang mendurhakai Allah “

) osnaki 6 il delb Ly SN (e aSal (e
(Sul

Barang siapa dari pemerintah (
pemimpin ) yang memerintahmu dengan
apa yang tidak membawa taat kepada
Allah, janganlah ia sekali-kali ia kamu
taati ( patuhi )",

Dengan  demikian, menurut
Islam kekuasan atau hak Uli al-Amri
untuk memerintah tidaklah bersifat
mutlak. Menurut Abd al-Kadir
Audah  hak  meraka dalam
menjalankan pemerintahan terbatas
kepada dua macam Pertama,
membuat  undang-undang  dan
peraturan-peraturan dalam rangka
menjamin terlaksananya nash-nash
Syari‘at Islam. Kedua, peraturan-
peraturan udministrasi, yaitu untuk
mengatur, ~ melindungi dan
memenuhi segala kebutuhannya atas
dasar prinsip-prinsip Syari‘at Islam?S.

Syarat dalam berbagai macam
peraturan produk Uli al-Amri harus

'* . Abd. Al-Kadir Audah. ibid. him. 61
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sesuai dengan prinsip-prinsip umum
Syari'ah. Oleh karena itu dalam
membuat peraturan-peraturan itu
harus  bertujuan dalam rangka
melaksanakan prinsip-prinsip umum
Syari‘at tersebut. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa perturan-
peraturan  tersebut  merupakan
peraturan pelaksanaan Syari’at.

Menurut Abd al-Kadir Audah,6
Uli al-Amri dalam melaksanakan
tugasnya membuat undang-undang
berkedudukan sebagai pengganti
Rasul dan juga sebagai wakil dari
masyarakat. Dalam kapsistas sebagai
pengganti  Rasul, maka bagi
komunitas muslim tidak ada pilihan
lain kecuali mentaatinya. Karena
pemimpin yang dibutuhkan umat
Islam adalah pemimin yang dapat
menegakan hukum-hukum Syari’ah
dalam masyarakat.

G. Tagnin Ahkam dalam Peraturan
Perundang-undangan di
Indonesia
Reformasi yang digulirkan pada

tahun 1998 telah  membawa

perubahan mendasar tentang
penyelengaraan Negara, dan terbuka
peluang untuk penyelengaraan

Negara  yang  responsif  dan

mengakomodasi aspirasi masyarakat

baik yang terkait dengan masalah
penyelengaraan pemerintahan,

hukum maupun yang lainnya. Di

antara perubahan terpenting dalam

penyelengaraan pepemerintahan
adalah pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerak. Sedangkan
dalam aspek hukum, telah lahirnya
berbagai undang-undang yang
sangat diperlukan oleh umat Islam

'* . Abd al-Kadir Audah, ibid him.62.

dalam rangka pelaksanaan Sye:i‘at
Islam.

Salah satu bagian terpenting dari
sistem otonomi daerah adalah
pelaksanaan desentralisasi 7 dan
otonomi daerah yang bertanggung
jawab. Pemberiaan kewenangun
pada daerah sebagai daerah
otonom!® intinya adalah untuk
memperbaiki pola pengelolaan
dengan mendekatkan pelayanan
publik sesuai prinsip-prinsip
efektifitas, dalam rangka
mewujudkan percepatan kehidupan
masyarakat adil, makmur dan
sejahtera baik lahir maupun batin.
Oleh karena itu, kebijakan tersebut
akan sukses apabila dibarengi
dengan komitmen yang kuat untuk
mengakomodir aspirasi masyarakat
dalam pembangunan secara
sistematis dan terarah.

Dalam era otonomi daerah,
telah terjadi pembaharuan dan
perubahan mendasar tentang sistem
pemerintahan dan  paradigma,
seiring dengan perubahan peraturan-
perundangan yang menjadi

', Desentralisasi adalah penyerahan
urusan pererintahan dari Pemerintah atau
Daerah tingkat atasnya kepada daerah
menjadi daerah urusan rumah tangganya.
Lihat, HAW. Widjaya, “Titik Berat Otonomi
Daerah Pada Daerah Tingkat 11", ( Jakarta :

" Raja Grafindo Persada, 2003 ), Cetakan

Kelima, h. 13.

'* Daerah Otonomi adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Lihat, Dadang Solihin,
Kamus Istilah Otonomi Daerah’ ( Jakarta :
Lembaga Pemberdaayaan Ekonomi
Kerakyatan, 2001), h. 20
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landasannya. Pembaharuan system
pemerintahan  dan  paradigma
tersebut  antara  lain  adalah
pemberian kekuasan yang luas

kepada daerah untuk mengatur

daerahnya sendiri dalam
pengelolaan dan  pemanfaatan
sumber daya yang dimilkinya,
Otonomi  Daerah  yang
dilaksanakan dalam Negara
Republik Indonesia telah diatur

kerangka landasannya dalam UUD
1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi
"Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik”.
Pasal 18 menyatakan : “Pembagian
daerah Indonesia atas dasar daerah
besar dan kecil dengan bentuk
susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang
dengan memandang dan mengingati
dasar  permusyawaratan  dalam
sistem pemerintahan negara dan
hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa”.

Selanjutnya dalam penjelasan
pasal 18 ditetapkan antara lain :
“Daerah Indonesia akan dibagi
dalam daerah propinsi dan propinsi
akan dibagi pula dalam daerah yang
lebih kecil”. “Di daerah-daerah yang
bersifat ctonom (streck and localerechts
gemeenshappen) atau bersifat daerah
administrasi  belaka, = semuanya
menurut  aturan  yang  akan
ditetapkan dengan undang-undang.
Di daerah-daerah yang bersifat
otonom akan diadakan badan
perwakilan daerah oleh karena di

Dari segi sejarah
perkembangan penyelenggraan
pemerintah di daerah dalam

merealisasikan amanat konstitusi,
telah dikeluarkan berbagai peraturan
perundangan  yang  mengalur
penyelengagaraan pemerintah di
daerah, antara lain Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1945; Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1948;
Undang Nomor 1 Tahun 1957;
Undang-undang Nomor 18 Tahun
1965; Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974, dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999.

Pada masa lalu, pengalaman
dalam pelaksanaan berbagai
ketentuan dimaksud menunjukkan
berbagai masalah yang mempunyai
dampak yang mengkhawatirkan
terhadap keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, stabilitas politik,
keserasian hubungan pusat dan

daerah maupun implikasi lain
terhadap kelencaran
penyelenggaraan pemerintahan.

Sebelum Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 dikeluarkan, tiap-tiap
daerah hanyalah menekuni masalah-
masalah yang dianggap penting
untuk  daerahnya saja, tampa
mengkaitkannya dengan
kepentingan nasional. Tugas-tugas
desentralisasi (otonomi) dipisahkan
dari tugas dekonsentrasi, sehingga
pelaksanaannya menjadi  kabur,
mana yang menjadi tugas
pemerintah daerah dan mana yang

daerah pun pemerintahan akan menjadi tugas pemeritah pusat.
bersendi atas dasar Didasarkan atas pengalaman
permusyawaratan”. tersebut, maka dalam Undang-
¥ HAW. Widjaya, Ibid, h. 30.
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undang Nomor 5 Tahun 1974
dituangkan bahwa orientasi
pelaksanaan otonomi daerah harus

dilandaskan pada beberapa hal
mendasar, antara lain Pertama,
hakikat otonomi daerah harus

merupakan kewajiban dari pada hak.
Kedua, pengarahan-pengarahan
terhadap  pelaksanaan  otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung
jawab mencakup: (a) harus serasi
dengan pembinaan politik dan
kesatuan bangsa, (b) harus menjamin
hubungan yang sesuai antara
Pemerintah Pusat dan Daerah atas
dasar keutuhan Negara Kesataun
Republik Indonesia, (c) harus dapat
menjamin  pembangunan dan
pengembangan  daerah.  Ketiga,
pemberian otonomi kepad daerah
dilaksanakart  bersama  dengan
dekonsentrasi. Dalam hubungan ini
prinsip-prinsip pemebrian otonomi
pada daerah lebih dipertegas yaitu :

(@) harus menunjang aspirasi
perjuangan rakyat, memperkokoh
Negara  Kesatuan Republik

Indonesia dan mempertinggi tingkat

kesejahteraan  rakyat, (b) harus
merupakan otonomi nyata dan
bertanggung jawab, (c) asas

desentralisasi dilaksanakan bersama-
sama dengan dekonsentrasi dengan
memeberi kemungkinan pula bagi
asas pembaharuan, (d) pemberian
otonomi pada daerah
mengutaamakan aspek keserasian
dengan tujuan di samping aspek

pendemokrasian, (e) tujuan
pemberian otonomi kepada daerah
adalah untuk meningkatkan
dayaguna dan hasilguna
penyelengaraan Pemerintah Daerah,
terutama dalam pelaksanaan

pembangunan  dan  pelayiv n
terhadap masyarakat serta untuk
meningkatkan pembinaan kesatuan
politik dan kesatuan bangsa.20
Lahirnya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tersebut,
Daerah Tingkat II diberi kewenangan
untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa dan berdasarkan
aspirasi masyarakat itu sendiri.
Dalam  perspektif =~ Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004,
daerah memiliki ~ kewenangan
berinisiatif sendiri untuk menyusun
kebijakan daerah dan juga membuat
pengaturan sendiri dengan PERDA

(Peraturan Daerah). Dengan
demikian, otonomi daerah dapat
dipandang sebagai cara untuk
mewujudkan secara nyata

penyelenggaraan pemerintah yang
efektif, efesien dan berwibawa.
Secara teoritik, kata kunci dalam
otonomi berarti juga desentralisasi,
sedangkan dalam pengertian yuridis-
praktis berarti peningkatan Daerah
Tingktat I1.2? Pada pasal 11 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan
tegas menyatakan bahwa titik berat
otonomi pada Daerah Tingkat II.
Alasan untuk melaksanakan titik
berat otonomi pada Daerah Tingkat
Il ialah karena Daerah Tingkat II-lah
yang langsung berhubungan dengan
masyarakat dan lebih mampu
memahami dan memenuhi aspirasi-
aspirasi masyarakat tersebut.
Penegasan tentang titik berat
otonomi pada Daerah Tingkat II ini
diperlukan dalam rangka
meningkatkan pelayanan terhadap

2 1bid, h. 31.
21 Ibid, h. 33.
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masyarakat  dan  pelaksanaan
pembangunan. Dengan demikian
sangat rasional alasan dimaksud dan
hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip

menajemen pemerintah dan
pembangunan.

Dalam Undang-undang
pembentukan  Daerah  Otonom
tersebut  diberikan  kewenangan

pangkal sesuatu atau beberapa
urusan yang diselenggarakan sebagai
urusan rumah tangga daerah. Sesuai
perkembangan kemampuannya,
kewenangan menyelenggarakan
urusan rumah tangga ini bisa
bertambah.

Makna titik berat otonomi
diletakkan pada Daerah Tingkat II
adalah semakin banyaknya urusan
pemerintah, baik jumlah maupun
jenisnya diserahkan pada Daerah
Tingkat II. Dengan demikian
semakin besar peran Daerah Tingkat
I dalam memeberi pelayanan
terhadap masyarakat dalam rangka
ikut serta membangun daerahnya
dan semakin luas pula Daerah
Tingkat I  untuk  melakukan
perakarsa sendiri dalam rangka
membangun daerahnya itu sesuai
dengan budaya masyarakat
setempat.  Ajaran Islam, telah
menjadi nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat Indonesia. Nilai-nilai
tersebut telah mempengaruhi kaum
muslimin dari generasi kegenerasi
melalui berbagai pranata social
masyaraaakat Islam. Secara filosofis
juridis, eksistensi Syari'at Islam
memiliki supermasi yang kokoh dan
sekaligus dapat membimbing pada
terbentunya pemerintah yang baik.

khususnya umat Islam tidaklei
berlebihan jika dikemukakan urgensi
bagi diadopsinya prinsip-prinsip
Syari‘at Islam. Relevansi pendekatan
Syari‘at Islam  dalam  rangka
mememerangi kejahatan dan
kemaksiatan serta penanggulangar
kemiskinan  dihadapkan  pada
persoalan bangsa yang paradoks dan
bahkan pada pihak tertentu
ambivalen. Di satu pihak, penegakan
Syari‘at Islam di pandang oleh

berbagai kalangan sebagai
kontradiktif dengan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak
relevan dengan proses

demokratisasi. Di pihak lain, realitas
politik, berkembang wacana dan
aspirasi masyarakat di berbagai
daerah terkait perlunya penerapan
Syari’at Islam yang perlu
dirumuskan dan dijawab dalam
skala mikro tentang relevansi dan
adanya peluang penerapan Syari’at
Islam dalam system otonomi daerah
menurut perspektif Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam pespektif ilmu hukum
relevansi tagnin alkdm dapat dijawab
dari tiga aspek. Pertama, ada
tidaknya keserasian aspek hukum
substantive; baik dalam tuntutan
Svari‘at Islam maupun asas-asas
umum hukum yang diakui oleh
negara. Hal mana akan menjawab
sejauh mana kompatibilitas antara
Syari‘at dan situasi moder... Kedua,
dalam yurisdiksi manakah kekuatan
civil  society Islam  dapat
memepengaruhi proses penegakan
hukum. Ketiga, apakah kontruksi
budaya masyarakat muslim cukup

Dalam rangka merespon  potensial dalam melakukan social
persoalan bangsa Indonesia,
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enginering dalam rangka tegaknya
hukum Islam.

Di samping itu,
perundang-undangan manapun
harus mempunyai landasan-
landasan dalam penyusunannya,
karena ruh dan energi suatu perturan
perundang-undangan ada pada
landasan-landasannya itu, demikian
menurut Supardan  Modeong
sebagaiman yang dikutip oleh Jaih
Mubarok. Menurutnya, ada lima
landasan yang harus ada dalam
setiap peraturan perundang-
undangan, yaitu (1) landasan
filosofis, (2) landasan sosiologis, (3)
landasan yuridis, (4) landasan politis,
dan ) landasan teknis
perencanaan.2

Landasan filosofis dalam suatu
peraturan perundang-undangan
adalah sebuah pandangan hidup
suatu  bangsa. Jaih  Mubarak
membedakan landasan filosofis
menjadi tiga macam, yaitu : (1)
landasan filosofis vertical
(transcendental); (2) landasan filosofis
horizontal ; dan (3) landasan filosofis
massivez,

Landasan filosofis yang berkaitan
dengan pemberlakuan hukum Islam,
yang dirumuskan dalam tagnin
alikim, kendatipun Negara Republik
Indonesia tidak berdasarkan pada
ajaran agama, namun secara filosofis
pasal-pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia memberi
kemungkinan merumuskan suatu

peraturan

2 Jaih Mubarok, /lmu Tagnin ahkam, (
Bandung : UIN “Sunan Gunng Djati"
2Blandung,, 2006 ), h. 13.

Ibid, h. 14

undang atau perturan lainnya yang
bersumber dari ajaran suatu agama.
Menurut Hazairin, sebagaimana
yang dikutip oleh Muhhmmad Daud
Ali “Negara berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa” yang tercantum
dalam pasal 29 ayat 1 Undang-
Undang Dasar 1945 antara lain
adalah bahwa “Negara Indonesia
wajib menjalankan Syari'at Islam
bagi orang Islam, syari‘at nasrani
bagi orang nasrani dan syari'at
Hindu Bali bagi orang Hindu Bali”%,
Untuk menjalankan syari‘at itu
memerlukan perantaraan kekuasaan

Negara.

Berdasarkan pasal 29 itu
menurut Hazairin, negara
berkewajiban 1nembentuk hukum

nasional Indonesia yang bahannya
adalah hukurn agama. Mestinya
hukum agama di bidang perdata dan
hukum pidana diserap menjadi
hukum nasional Indonesia. Itulah
menurut Guru Besar Hukum Adat
dan Hukum Islam Universitas
Indonesia itu sebagai hukum baru
dengan dasar Pancasila®.

Dari uraian di atas tampak
Hazairin berusaha keras untuk
menempatkan hukum Islam sesuai
posisi yang sebenarnya. Artinya,
dalam pemikiran Hazairin hukum
Islam tidak semata-mata mengatur
keberagamaan umat Islam secara
eklusif (biasanya Dberlaku pada
hukum keluarga), tapi bagaimana
hukum Islam juga dapat mewarnai

#*  Muhammad Daud Ali, “Sistem
ckonomi Islam Zakat dan Wakaf™" ( Jakarta :
Ul-Press ), h. 33

2 Hazairin, Hukum Kewarisan
Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits
(Jakarta : Tinta Emas, 1964), h. 1- 3.
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dan bahkan menjadi bagian tak
terpisahkan dari hukum nasional.
Pola pemikiran inilah yang penulis
maksudkan dengan tagnin ahkim
yang secara umum dikenal dengan
istilah formalisai hukum Islam, yaitu
bagaimana hukum Islam yang
terdapat dalam nash-nash al-Qur’an
dan Hadits diinterpretasi dan
diangkat secara formal menjadi
undang-undang atau menjadi hukum
negara.

Demikian pula, menurut Hazairin
Syari‘at Islam sebagai pedoman
hidup mengandung tiga aspek
ajaran. Pertama, adalah Syari'at yang
berkaitan dengan hukum dunia,
seperti hukum perkawinan, hukum
kewarisan, hukum pidana dan
hukum zaakat. Hukum-hukuin itu
memerlukan bantuan kekuasaan
Negara untuk merealisasikannya
agar dapat berjalan  dengan
sempurna, untuk warganya yang
beragama Islam. Oleh karena itu
negara wajib membantu pelaksanaan
hukum-hukum  yang  berlaitan
dengan masalah kehidupan dunia
tersebut.  Kedua, Syari‘at yang
mengatur hubungan vertical antara
manusia dengan Tuhannya, seperti
zikir, ‘itikaf, shalat dan puasa.
Pelaksanaan Syari‘at ini tidak
memerlukan  bantuan  kekuasan
negara, karena ia merupakan
kewajiban pribadi pemeluk agma
yang bersangkutan. Selain itu, ada
Syari‘at yang berkenaan dengan
ibadah haji, meskipun mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan,
namun yang menyangkut sarana dan
fasilitas yang diperlukan untuk
menunaikan ibada haji itu perlu
dibantu oleh kekuasan negara. Ketiga,

Syari’at yang berkaitan dengan aspek
moral dan kesusilaan, yang demikian
ini tidak memerlukan bantuan
kekuasaan negara.2

Oleh karena itu, lahirnya
Peraturan-peraturan Daerah yang
menagacu dan bersumber dari ajaran
agama di beberapa daerah di
Indonesia, secara filosofis massive
dapat dihubungkan dengan
pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, dan
dapat pandang pula sebagai proses
tagnin al-ahkim. Dalam teoari norma
Hans Nawiasky sebagaimana yang
dikutip oleh Attamimi, meletakkan
Pembukaan UUD pada apa yang
dimaksud dengan fundamental norm,
Baaatang Tubuh UUD sebagai norma
dasar yang semaksud dengan
grandnorm, serta diikuti oleh bentuk
undang-undang dan  peraturan
pelaksanaan lainnya. Dalam teori
norma dapat dikemukakan
alternativf norma dan tata urutan
norma sebagai berikut: Undang-
undang, Peraturan  Pemerintah
Penganti Undang-undang (Perpu),
Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri,
Keputusan Lembaga Pemerintah
non-Departemen, Keputusan Kepala
Badan Negara di luar jajaran
pemerintah yang dibentuk dengan
undang-undang, Peraturan Daerah
Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat
II, Keputusan Bupati/Wali Kota
Kepala Daerah Tingkat I1.77

% Hazairin, Ibid.

7 Lihat. A. Hamid S. Attamimi, Peranan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara,
disertasi doktor, ( Jakarta : Fakultas
Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990),
him. 287.
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Konsekuensi  hirarkis tata
atuturan itu menunutut sinkronisasi
vertikal yang walaupun bagaimana
tidak boleh bertentangan dengan
instrument norma yang lebih tinggi.
Demikian  pula, masing-masing
instrumen itu dapat berlaku efektif
sekalipun tidak menuntut
instrument-instrumen secara organik
di bawahnya. Dari sana terlihat
pemilikan organik masing-masing
instrument dan memungkinkan salah
satu instrumen dapat mengangkat
the ideal law yang hidup dalam
masyarakat pada system formal. Hal
ini menurut Abdul Gani Abdullah,
dimungkinkan oleh makna the ideal
law yang dapat menjangkau hukum
yang hidup dalam mayarakat yang
belum terangkat secara formal dalam
instrumen norma seperti yang
disebut the living law.28

Dari dimensi lingkup makna the
ideal law, proses tagnin al-alikim dan
usaha-usaha pengembangan hukum
Islam serta memasukannya ke dalam
perundang-undanagan, dan dalam
berbagai peraturan termasuk dalam
berbagai peraturan daerah di
Indonesia sebetulnya merupakan
rangkaian sejarah hukum nasional
yangsudah berlangsung lama, yang
dapat mengungkapkan ragam makna
kehidupan umat Islam Indonesia.
Menurut hemat penulis, momentum
strategis dan menjadi pintu gerbang
masuknya hukum Islam ke dalam
perundang-undanagn di Indonesia
adalah sejak disahkannya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970

28 Abdul gani Abdullah, Pengantar
Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (jakarta : Gema Insani Press,
1994), him. 61.

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan =~ Kehakiman, yang
disashkan dan ditanda tangani
Presiden Soeharto pada tanggal 17
Desember tahun 1970, kemudian
disusul dengan lahirnya Undang-
undaang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang  Perkawinan, Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik,
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang
kemudian diamndemen dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006, Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia yang
dikeluarkan pada tanggal 10 Juni
1991 kemudian ditindak lanjuti
dengan Keputusan Menteri Agama
RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22
Juli 1991 dan disebarluaskan melalui
Surat Edaran Direktur Pembinaan
Badan Peraadilan Agama Islam
Nomor  3694/EV/HK.003/AZ/91
tanggal 25 Juli 1991, Undang-undang
Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
kemudian diamndemen dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003, Undang-undang Nomor 38
Tahun 199 tentang Pengelolaan
Zakat, Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.2

Dalam aspek ekonomi Syari‘ah,
telah dilakukan perubahan Undang-
undang No 7 Tahunl992 tentang
Perbankan menjadi Undang-undang

¥ Syibli Sarjaya, Perkembangan
Pemikiran  Wakaf  Dalam  Peraturan
Perundang-undanag Perwakafan Di
Indonesia dan Implikasinya Terhaadap
Pencaapaian  Maqashid  Asya-Syari’ah,
(Disertasi UIN “SGD"Bandung, 2009), h. 12.
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No. 10 Tahun 1998, yang
diundangkan pada tanggal 10
November 1998. Lahirnya Undang-
ndang Nomor 7 Tahun 1992
merupakan sejarah baru di bidang
perbankan, karena mulai
memberlakukan sistem ganda (duel
system bankin) di Indonesia, yaitu
sistem  perbankan konvensional
dengan peranti bunga, dan sistem
perbankan syari’ah dengan peranti
akad-akad yang sesuai dengan
prinsi-prinsip syari'ah Islam. Hal ini
merupakan payung hukum bagi
keberadaan  perbankan syari‘ah,
karena Undang-undang tersebut
telah mengatur pranata hukum bagi
keberadaan perbankan syri‘ah di
Indonesia.

Kemudian untuk  mengatur
pelaksanaan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 Tanggal 30
Oktober 1992 Tentang  Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Dalam pasal 2 PP No. 72 Tahun 1992
tersebut dinyatakan bahwa prinsip
bagi hasil sebagaimana dimaksud
adalah prinsip bagi hasil berdasarkan
syari‘ah. Pada pasal 5 ayat (1)
dinyatakan bahwa prinsip bagi hasil
wajib memiliki Dewan Pengawas
Syariah yang mempunyai tugas
melakukan pengawasan atas produk
perbankan dalam menghimpun dana
dari masyarakat dan
menyalurkannya kepada masyarakat
agar berjalan sesuai dengan prinsip
syri‘ah.

Berdasarkan ~ Undang-Undang
No 10 Tahun 1998, bank umum

melalui pembukaan unit uscha
syari'ah. Pada  tahun 1999
pemerintah mengeluarkan Undang-
undang No 23 Tahun 1999 yang
kemudian diamandemen dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang ini memberikan
kewenangan kepada Bank Indonesia
untuk mejalankan tugasnya
berdasarkan prinsip syari’ah.30’
Tahun 2006 lahirlah Undang-
undang No. 3 sebagai amandemen
Undang-undang No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Dalam
Pasal 49 Undang-undang No. 3
Tahun 2006, dinyatakan secara
eksplisit bahawa Peradilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan  menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di
bidang : Perkawinan, waris, wasiat,
hibak, wakaf, zakat, infaq, shadaqah;
dan ekonomi Syaridh. Lahirnya
undang-undang tersebut merupakan
solusi dan antisipasi muncunya
kasus-kasus persengketaan ekonomi
syari’ah yang telah memberikan rasa
aman para pelaku ekonomi syari'ah

yang membutuhkan adanya
kepastian, penegakan, dan keadilan
hukukm. Karena kemungkinan
terjadinya  persengketaan  yang
dialami para pelaku ekonomi
syari'ah dapat diatasi lembaga

Peradilan Agama.

Pada pada tanggal 7 Mei 2008
telah disahkan Undang-undang No.
19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syari’ah Negara. Kemudian
pada tanggal 16 Juli 2008, disahkan

konvensional diperbolehkan pula Undang-undang Nomor 21
berusaha dengan prinsip syari‘ah

* Ibid.
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Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syarigh.%

H. Penutup

Reformasi yang membawa
perubahan  mendasar  terhadap
penyelenggaraan  Negara telah
memberi peluang Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk
penyelengaraan Negara yang
responsife dan mampu
mengakomodasi  tuntutan  umat
Islam pentingnya hukum yang

bersumber dari ajaran Islam yang
dalam  perumusannya  dikenal
dengan istilah tagnin al-ahkim.
Perubahan tersebut, telah
membuka kemungkinan proses
taqnin al-ahkam dapat terwujud baik
dalam perumusanny melalui
berbagai  Peraturan  Perundang-
undangan maupun maupun melalui

Peraturan Daeran dengan
memanfaatkan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagai

pengganti Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang memberi peluang juga
untuk mengakomodir aspirasi umat
Islam di daerah.

*  PRIDES, Kompilasi Perundang-
undangan Tentang Ekonomi Syari'ah, (
Ciputat, Gaung Persada Press, 2008), h. 89.
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